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1

Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik trial by the press terhadap penerapan prinsip fair
trial dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya di tengah perkembangan media
digital dan citizen journalism. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan
pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis
melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah
yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik trial by the press terjadi ketika
pemberitaan media melampaui fungsi informatifnya dengan menyajikan informasi yang belum
terverifikasi secara memadai, membentuk opini publik yang mengarah pada penghakiman,
serta mengungkap identitas seseorang secara berlebihan sebelum adanya putusan pengadilan
yang berkekuatan hukum tetap. Praktik tersebut berpotensi melanggar asas praduga tak
bersalah, mengganggu independensi proses peradilan, dan mengancam terwujudnya prinsip
fair trial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebebasan pers harus dijalankan secara
bertanggung jawab dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang Pers, Kode Etik
Jurnalistik, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia agar keseimbangan antara
kebebasan berekspresi dan perlindungan hak setiap individu dalam proses peradilan tetap
terjaga. 
Kata Kunci: Trial by The Press, Fair Trial, Asas Praduga Tak Bersalah, Citizen Journalism,
Kebebasan Pers 

This study aims to analyze the practice of trial by the press in relation to the implementation of
the fair trial principle within Indonesia's criminal justice system, particularly amid the rapid
development of digital media and citizen journalism. The research employs a normative
juridical method using statutory, conceptual, and analytical approaches by examining
legislation, legal doctrines, and relevant scholarly literature. The findings reveal that trial by
the press occurs when media reporting exceeds its informational function by presenting
unverified facts, forming public opinion that presumes guilt, and exposing personal identities
excessively before a final court decision. Such practices undermine the presumption of
innocence, threaten judicial impartiality, and potentially interfere with the administration of
justice. The study concludes that freedom of the press must be exercised alongside legal and
ethical responsibilities by adhering to the Press Law, the Journalistic Code of Ethics, and the
principle of fair trial to ensure balanced reporting and protect the rights of individuals
involved in criminal proceedings. 
Keywords: Trial by The Press, Fair Trial, Presumption of Innocence, Citizen Journalism,
Freedom of The Press 
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I.​ PENDAHULUAN 

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, serta menyampaikan dan 

memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin 

baik dalam instrumen hukum nasional maupun internasional. Dalam sistem 

hukum Indonesia, jaminan konstitusional tersebut secara tegas diatur dalam 

Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh 

informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta 

berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan 

menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang 

tersedia. Pengaturan tersebut kemudian dipertegas melalui Pasal 14 ayat (1) dan 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

yang menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi, memperoleh, dan 

menyampaikan informasi. Pada tataran internasional, perlindungan terhadap 

kebebasan berekspresi juga diakui dalam Pasal 19 Universal Declaration of 

Human Rights (UDHR) serta Pasal 19 ayat (2) International Covenant on Civil 

and Political Rights (ICCPR). Keseluruhan instrumen tersebut menunjukkan 

bahwa kebebasan berekspresi merupakan hak fundamental dalam negara 

demokratis, namun pelaksanaannya tetap harus memperhatikan penghormatan 

terhadap hak asasi orang lain dan prinsip-prinsip negara hukum. 

Dalam negara ~demokrasi~, pers memi~li~ki~ ke~d~u~d~u~kan pe~nti~ng sebagai~ 

sarana penyampaian informasi~, kontrol sosial, serta media pengawasan 

te~rhad~ap penyelenggaraan negara. Pe~rs se~ri~ng disebut sebagai~ pilar keempat 

demokrasi~ karena memi~li~ki~ fu~ngsi~ strategi~s d~alam menjaga transparansi~ dan 

akuntabilitas publik. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

1999 tentang Pers, pers merupakan lembaga sosial dan wahana komu~ni~kasi~ 

massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, mulai~ dari~ mencari~, 

me~mpe~role~h, mengolah, hingga menyampaikan informasi~ kepada masyarakat 

melalui~ berbagai~ media.
1
 

1
 Su~prapto and~ Tu~bagu~s Ahmad~ Su~he~nd~ar, “Ti~njau~an Yu~ri~d~i~s Pe~ne~rapan Asas 

Prad~u~ga Tak Be~rsalah D~alam Tri~al by the~ Pre~ss Pad~a Prose~s Pe~rad~i~lan Pi~d~ana,” Hu~ku~m 

D~an D~e~mokrasi~ (HD~) 25, no. 1 (2025), https://d~oi~.org/10.61234/hd~.v25i~1.91. 
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Ke~me~rd~e~kaan pe~rs pad~a d~asarnya be~rtu~ju~an u~ntu~k me~njami~n 

te~rpe~nu~hi~nya hak masyarakat d~alam me~mpe~role~h i~nformasi~ yang be~nar, 

obje~kti~f, d~an be~ri~mbang. Namu~n, d~alam prakti~knya, ke~be~basan pe~rs ti~d~ak 

jarang me~ngalami~ pe~nyi~mpangan yang ju~stru~ be~rpote~nsi~ me~langgar hak asasi~ 

pi~hak te~rte~ntu~. Salah satu~ be~ntu~k pe~nyi~mpangan te~rse~bu~t ad~alah prakti~k tri~al 

by the~ pre~ss, yai~tu~ ti~nd~akan me~d~i~a yang se~cara ti~d~ak langsu~ng me~nggi~ri~ng 

opi~ni~ pu~bli~k u~ntu~k me~nghaki~mi~ se~se~orang se~be~lu~m ad~anya pu~tu~san 

pe~ngad~i~lan yang be~rke~ku~atan hu~ku~m te~tap. Prakti~k te~rse~bu~t d~apat 

me~ni~mbu~lkan pe~langgaran te~rhad~ap asas prad~u~ga tak be~rsalah (pre~su~mpti~on 

of i~nnoce~nce~) yang me~ru~pakan pri~nsi~p fu~nd~ame~ntal d~alam si~ste~m pe~rad~i~lan 

pi~d~ana.
2
 

Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap penyebaran 

informasi secara fundamental. Produksi dan distribusi informasi tidak lagi 

dimonopoli oleh perusahaan pers, melainkan juga dilakukan oleh masyarakat 

melalui media sosial, platform digital, serta praktik citizen journalism. Berbeda 

dengan pers profesional yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, aktivitas citizen journalism pada 

umumnya tidak berada dalam rezim hukum pers, melainkan lebih banyak 

bersinggungan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Kondisi 

tersebut menimbulkan tantangan baru karena penyebaran informasi mengenai 

suatu perkara pidana dapat berlangsung secara masif tanpa mekanisme 

verifikasi jurnalistik maupun pengawasan etik sebagaimana berlaku bagi media 

pers profesional. Akibatnya, praktik trial by the press tidak lagi hanya 

dilakukan oleh media massa konvensional, tetapi juga berkembang melalui 

konten digital yang diproduksi dan disebarluaskan oleh masyarakat.
3
  

3
 D~i~cky Wahyu~d~i~ e~t al., “The~ Pre~su~mpti~on of I~nnoce~nce~: I~nte~rpre~tati~on and~ 

Appli~cati~on i~n Onli~ne~ Jou~rnali~sm,” I~nformasi~ 52, no. 2 (2022), 

https://d~oi~.org/10.21831/i~nformasi~.v52i~2.54387. 

2
 Ronald~ Fre~d~y Chri~sti~an Si~payu~ng e~t al., “The~ I~mple~me~ntati~on of the~ Pre~su~mpti~on of 

I~nnoce~nce~ i~n Law E~nforce~me~nt Cove~rage~ by the~ Mass Me~d~i~a,” U~lti~mate~ Jou~rnal of Le~gal 

Stu~d~i~e~s 1, no. 2 (2023), https://d~oi~.org/10.32734/u~ljls.v1i~2.12829. 
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Pe~rs se~bagai~ le~mbaga yang me~njalankan fu~ngsi~ ju~rnali~sti~k se~jati~nya 

te~ri~kat pad~a Kod~e~ E~ti~k Ju~rnali~sti~k d~an tanggu~ng jawab hu~ku~m se~bagai~mana 

d~i~atu~r d~alam pe~ratu~ran pe~ru~nd~ang-u~nd~angan. Kod~e~ E~ti~k Ju~rnali~sti~k 

me~ngharu~skan wartawan u~ntu~k me~nyaji~kan i~nformasi~ se~cara aku~rat, 

be~ri~mbang, se~rta ti~d~ak me~nghaki~mi~. Ole~h kare~na i~tu~, prakti~k tri~al by the~ 

pre~ss pad~a d~asarnya be~rte~ntangan d~e~ngan pri~nsi~p profe~si~onali~sme~ pe~rs d~an 

asas prad~u~ga tak be~rsalah yang d~i~jami~n d~alam si~ste~m hu~ku~m I~nd~one~si~a. 

Meskipun kajian mengenai kebebasan pers dan asas praduga tak 

bersalah telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian terdahulu masih 

berfokus pada pertanggungjawaban media pers konvensional dalam 

pemberitaan perkara pidana. Penelitian oleh Mihai Ștefănoaia (2025) mengkaji 

penerapan asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan media massa dari 

perspektif hukum pers
4
, sedangkan Iva Parenta (2025) lebih menitikberatkan 

pada hubungan antara kebebasan pers dan perlindungan hak asasi manusia 

dalam proses peradilan pidana.
5
 Penelitian lain oleh Mohammad Mostafa 

(2023) membahas penerapan asas praduga tak bersalah dalam praktik 

jurnalistik berdasarkan Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers.
6
 Namun demikian, 

penelitian-penelitian tersebut belum mengakomodasi perkembangan ekosistem 

informasi digital yang ditandai dengan meningkatnya praktik citizen journalism 

serta penyebaran informasi melalui media sosial yang berada di luar mekanisme 

pengawasan pers profesional. 

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan 

perspektif yang berbeda dengan menganalisis praktik trial by the press tidak 

hanya dalam konteks media pers konvensional, tetapi juga dalam konteks 

perkembangan citizen journalism dan media digital. Penelitian ini mengkaji 

bagaimana praktik penghakiman oleh media maupun pengguna platform digital 

6
 D~. Mohammad~ Mostafa Mohammad~ Ai~rou~t, “Cri~mi~nal E~vi~d~e~nce~ Wi~th Mod~e~rn 

Te~chnology And~ I~ts I~mpact On Basi~c Fre~e~d~oms I~n Jord~ani~an Le~gi~slati~on,” Ru~ssi~an Law 

Jou~rnal 11, no. 5s (2023), https://d~oi~.org/10.52783/rlj.v11i~5s.936. 

5
 I~va Pare~nta, “Se~cre~cy And~ Non-Pu~bli~ci~ty I~n Pre~-Tri~al Proce~e~d~i~ngs I~n Croati~an And~ 

Comparati~ve~ Law,” Colle~cte~d~ Pape~rs of the~ Facu~lty of Law of the~ U~ni~ve~rsi~ty of Ri~je~ka 46, 

no. 3 (2025), https://d~oi~.org/10.30925/zpfsr.46.3.6. 

4
 Mi~hai~ Ște~fănoai~a, “The~ Pre~su~mpti~on of I~nnoce~nce~ u~nd~e~r Si~e~ge~: Proce~d~u~ral 

Safe~gu~ard~s and~ Syste~mi~c Ri~sks i~n Conte~mporary E~u~rope~an Cri~mi~nal Law,” E~u~rope~an 

Jou~rnal of Law and~ Pu~bli~c Ad~mi~ni~strati~on 12, no. 1 (2025), 

https://d~oi~.org/10.18662/e~ljpa/12.1/257. 

4 
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memengaruhi penerapan prinsip fair trial dalam sistem peradilan pidana 

Indonesia, serta bagaimana relevansi pengaturan dalam Undang-Undang Pers 

dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam memberikan 

perlindungan terhadap hak atas peradilan yang adil. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis 

praktik trial by the press dalam pemberitaan media pers maupun citizen 

journalism pada platform digital terhadap penerapan prinsip fair trial dalam 

sistem peradilan pidana di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga 

menganalisis relevansi pengaturan dalam Undang-Undang Pers dan 

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam memberikan 

perlindungan terhadap asas praduga tak bersalah di tengah berkembangnya 

ekosistem informasi digital. 

 

II.​ METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif 

dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan 

pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan peraturan 

perundang-undangan dilakukan melalui kajian terhadap berbagai regulasi yang 

berkaitan dengan kebebasan pers, prinsip fair trial, dan asas praduga tak 

bersalah, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. 

Pendekatan konseptual dilakukan melalui penelaahan terhadap doktrin, 

teori, dan pandangan para ahli mengenai kebebasan pers, trial by the press, 

citizen journalism, asas praduga tak bersalah, serta prinsip fair trial. Bahan 

hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, artikel ilmiah bereputasi, 

hasil penelitian terdahulu, dan publikasi akademik yang relevan. Seluruh bahan 

5 
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hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum secara sistematis 

untuk memperoleh argumentasi mengenai hubungan antara praktik trial by the 

press dan perlindungan prinsip fair trial dalam sistem peradilan pidana 

Indonesia. 

 

III.​ KEBEBASAN PERS DALAM KONTEKS SISTEM 

PERADILAN PIDANA DI INDONESIA 

Se~bagai~ ne~gara hu~ku~m se~bagai~mana d~i~mu~at d~alam Pasal 1 ayat (3) 

U~nd~ang-U~nd~ang D~asar Ne~gara Re~pu~bli~k I~nd~one~si~a Tahu~n 1945 yang 

me~nye~bu~tkan bahwa “Ne~gara I~nd~one~si~a ad~alah ne~gara hu~ku~m”, maka 

ke~be~basan pe~rs d~i~ I~nd~one~si~a te~ntu~ ti~d~ak d~apat d~i~le~paskan d~ari~ tanggu~ng 

jawab hu~ku~m. D~alam me~li~pu~t su~atu~ pe~ri~sti~wa, pe~rs me~mpe~role~h 

pe~rli~nd~u~ngan hu~ku~m se~bagai~mana te~rtu~ang d~alam Pe~mbu~kaan 

U~nd~ang-U~nd~ang Nomor 40 Tahu~n 1999 te~ntang Pe~rs hu~ru~f c yang 

me~nyatakan bahwa “d~alam me~laksanakan profe~si~nya wartawan me~nd~apat 

pe~rli~nd~u~ngan hu~ku~m”. Namu~n, pe~rli~nd~u~ngan hu~ku~m te~rse~bu~t hanya be~rlaku~ 

se~panjang wartawan me~njalankan tu~gas ju~rnali~sti~k se~su~ai~ d~e~ngan kod~e~ e~ti~k 

profe~si~ d~an ke~te~ntu~an pe~ratu~ran pe~ru~nd~ang-u~nd~angan yang be~rlaku~.
7
 

Pe~rs pe~rlu~ me~mpe~role~h ke~be~basan agar d~apat me~njalankan fu~ngsi~nya 

se~cara i~nd~e~pe~nd~e~n d~alam me~nyampai~kan i~nformasi~ ke~pad~a masyarakat. D~i~ 

si~si~ lai~n, masyarakat ju~ga me~mi~li~ki~ ke~bu~tu~han u~ntu~k me~mpe~role~h i~nformasi~ 

yang be~nar d~an obje~kti~f. Pe~rs yang se~hat d~an be~rtanggu~ng jawab me~ru~pakan 

salah satu~ u~nsu~r pe~nti~ng d~alam me~mpe~rku~at d~e~mokrasi~. Pasal 5 ayat (1) 

U~nd~ang-U~nd~ang Nomor 40 Tahu~n 1999 te~ntang Pe~rs me~nye~bu~tkan bahwa 

“pe~rs nasi~onal be~rke~waji~ban me~mbe~ri~takan pe~ri~sti~wa d~an opi~ni~ d~e~ngan 

me~nghormati~ norma agama, rasa ke~su~si~laan masyarakat, se~rta asas prad~u~ga 

tak be~rsalah”. Ke~te~ntu~an te~rse~bu~t me~ne~gaskan bahwa pe~rs waji~b 

me~nghormati~ asas prad~u~ga tak be~rsalah d~alam se~ti~ap pe~mbe~ri~taan. Se~lai~n 

i~tu~, ke~te~ntu~an te~rse~bu~t ju~ga d~i~te~gaskan d~alam Pasal 3 Kod~e~ E~ti~k Ju~rnali~sti~k 

yang me~nyatakan bahwa “wartawan I~nd~one~si~a se~lalu~ me~ngu~ji~ i~nformasi~, 

7
 Ni~rmala Sari~, “Tri~al By The~ Pre~ss Te~rhad~ap Prose~s Pe~rad~i~lan Ti~nd~ak Pi~d~ana Koru~psi~ 

D~alam Pe~rspe~kti~f Asas Prad~u~ga Ti~d~ak Be~rsalah,” Ri~o Law Ju~rnal 1, no. 1 (2020), 

https://d~oi~.org/10.36355/rlj.v1i~2.408. 
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me~mbe~ri~takan se~cara be~ri~mbang, ti~d~ak me~ncampu~rkan fakta d~an opi~ni~ yang 

me~nghaki~mi~, se~rta me~ne~rapkan asas prad~u~ga tak be~rsalah”. 

Asas prad~u~ga tak be~rsalah atau~ pre~su~mpti~on of i~nnoce~nce~ me~ru~pakan 

salah satu~ asas pe~nti~ng d~alam hu~ku~m pi~d~ana, d~i~ mana se~ti~ap orang haru~s 

d~i~anggap ti~d~ak be~rsalah se~be~lu~m ad~anya pu~tu~san pe~ngad~i~lan yang 

be~rke~ku~atan hu~ku~m te~tap. Ole~h kare~na i~tu~, pe~rs haru~s me~nyaji~kan be~ri~ta 

be~rd~asarkan fakta yang d~apat d~i~pe~rcaya d~an d~i~pe~rtanggu~ngjawabkan 

ke~be~narannya. Pe~rs d~apat me~mbe~ri~takan su~atu~ pe~ri~sti~wa yang be~nar-be~nar 

te~rjad~i~, namu~n ti~d~ak d~i~be~narkan me~mbu~at atau~pu~n me~re~kayasa be~ri~ta yang 

d~apat me~mbe~ntu~k opi~ni~ pu~bli~k se~cara se~pi~hak. Pe~mbe~ri~taan yang ti~d~ak 

obje~kti~f me~ru~pakan be~ntu~k pe~mbe~ri~taan pe~rs yang ti~d~ak be~rtanggu~ng jawab 

d~an be~rte~ntangan d~e~ngan fu~ngsi~ pe~rs yang se~su~nggu~hnya. 

Pe~rs yang be~rtanggu~ng jawab ad~alah pe~rs yang ti~d~ak te~rje~bak d~alam 

prakti~k tri~al by the~ pre~ss. Pe~mbe~ri~taan yang se~cara langsu~ng me~nyatakan 

se~se~orang be~rsalah d~alam su~atu~ ti~nd~ak pi~d~ana tanpa d~i~d~asarkan pad~a fakta 

d~an alat bu~kti~ yang sah me~nu~ru~t hu~ku~m d~apat me~ni~mbu~lkan fi~tnah d~an 

pe~langgaran te~rhad~ap hak asasi~ se~se~orang. Ke~be~naran se~cara hu~ku~m hanya 

d~apat d~i~bu~kti~kan me~lalu~i~ prose~s pe~rad~i~lan. Ke~ti~ka pe~rs me~laku~kan prakti~k 

tri~al by the~ pre~ss, maka ti~nd~akan te~rse~bu~t d~apat d~i~kate~gori~kan se~bagai~ 

be~ntu~k conte~mpt of cou~rt kare~na be~rpote~nsi~ me~me~ngaru~hi~ prose~s pe~rad~i~lan. 

Salah satu~ fu~ngsi~ pe~rs ad~alah se~bagai~ kontrol sosi~al (soci~al control). 

Ole~h kare~na i~tu~, pe~rs se~haru~snya d~apat be~rpe~ran d~alam me~ngawal prose~s 

pe~ne~gakan hu~ku~m me~nu~ju~ pe~rad~i~lan yang ad~i~l (fai~r tri~al) d~an ti~d~ak 

me~mi~hak (i~mparti~al cou~rt). Pe~rs haru~s me~mbe~ri~takan pe~ri~sti~wa hu~ku~m 

se~cara obje~kti~f be~rd~asarkan fakta d~an i~nformasi~ d~ari~ narasu~mbe~r yang d~apat 

d~i~pe~rtanggu~ngjawabkan. Pe~mbe~ri~taan pe~rs yang be~rle~bi~han d~an ce~nd~e~ru~ng 

me~nggi~ri~ng opi~ni~ pu~bli~k d~apat me~me~ngaru~hi~ i~nd~e~pe~nd~e~nsi~ le~mbaga 

pe~rad~i~lan.
8
 

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia merupakan suatu kesatuan 

mekanisme penegakan hukum yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, 

8
 Wahyu~d~i~ e~t al., “The~ Pre~su~mpti~on of I~nnoce~nce~: I~nte~rpre~tati~on and~ Appli~cati~on i~n 

Onli~ne~ Jou~rnali~sm.” I~nformasi~ 52, no. 2 (2022). 

https://d~oi~.org/10.21831/i~nformasi~.v52i~2.54387. 
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pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan sebagai subsistem yang saling 

berkaitan dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. 

Dalam setiap tahapan tersebut, pers memiliki fungsi sebagai penyampai 

informasi sekaligus kontrol sosial terhadap jalannya proses penegakan hukum. 

Namun, fungsi tersebut harus dijalankan secara proporsional agar tidak 

mengganggu independensi aparat penegak hukum maupun hak seseorang 

untuk memperoleh peradilan yang adil. Pemberitaan dapat dikategorikan 

berlebihan apabila melampaui fungsi informatif dengan membangun narasi 

yang mengarahkan publik pada kesimpulan mengenai kesalahan seseorang 

sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 

Indikatornya antara lain penggunaan judul yang bersifat menghakimi, 

pengulangan pemberitaan yang menonjolkan dugaan kesalahan tanpa 

memberikan ruang bagi klarifikasi, pengungkapan identitas pribadi secara tidak 

proporsional, serta penyebaran informasi yang menimbulkan stigma sosial 

terhadap tersangka atau terdakwa. Kondisi tersebut berpotensi membentuk 

opini publik yang pada akhirnya memengaruhi persepsi masyarakat terhadap 

proses penegakan hukum. 

Praktik tersebut tidak hanya dapat dilakukan oleh media massa, tetapi 

juga dapat muncul melalui tindakan institusional yang kemudian diperkuat oleh 

pemberitaan media dan penyebaran informasi melalui media digital. Salah satu 

contoh yang sering ditemukan dalam praktik adalah konferensi pers aparat 

penegak hukum yang menampilkan tersangka menggunakan pakaian tahanan, 

borgol, atau atribut lain di hadapan awak media sebelum perkara diperiksa di 

pengadilan. Meskipun tujuan konferensi pers adalah memberikan informasi 

kepada masyarakat mengenai perkembangan penyidikan, penyajian tersangka 

dengan cara demikian berpotensi membentuk persepsi publik bahwa yang 

bersangkutan telah dipastikan bersalah. Kondisi ini kemudian semakin 

diperkuat melalui pemberitaan media dan penyebaran ulang oleh citizen 

journalism di berbagai platform digital sehingga menghasilkan bentuk trial by 

the press yang bersifat institusional (institutional trial by the press). Oleh 

karena itu, setiap institusi penegak hukum, media pers, maupun masyarakat 

sebagai produsen informasi digital perlu menjaga keseimbangan antara 

8 
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keterbukaan informasi publik dengan penghormatan terhadap asas praduga tak 

bersalah, prinsip fair trial, serta independensi kekuasaan kehakiman 

sebagaimana dijamin dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diperkuat oleh kebijakan dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana yang memberikan perlindungan terhadap penyelenggaraan proses 

peradilan dari berbagai bentuk intervensi yang dapat memengaruhi 

kemandirian hakim.  

A.​ Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Sudut Pandang Pers 

dan Sistem Peradilan Pidana 

Prinsip praduga tak bersalah (presumption of innocence) merupakan 

salah satu fondasi utama dalam sistem peradilan pidana yang juga mengikat 

praktik pemberitaan perkara pidana. Dalam konteks jurnalistik, penghormatan 

terhadap asas tersebut tidak hanya diwujudkan melalui kepatuhan terhadap 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, 

tetapi juga melalui cara media menyusun narasi, memilih judul, menampilkan 

identitas pihak yang diberitakan, serta membingkai suatu peristiwa hukum. 

Oleh karena itu, pemberitaan mengenai perkara pidana tidak cukup hanya 

didasarkan pada kebenaran faktual, tetapi juga harus mempertimbangkan hak 

setiap orang untuk memperoleh proses peradilan yang adil sebelum dinyatakan 

bersalah oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
9
 

Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah tidak 

selalu tampak dalam bentuk pernyataan eksplisit bahwa seseorang bersalah. 

Pelanggaran juga dapat muncul melalui pemberitaan yang secara sistematis 

membangun persepsi publik mengenai kesalahan seseorang sebelum proses 

peradilan selesai. Suatu pemberitaan dapat dikategorikan sebagai berlebihan 

apabila memenuhi indikator tertentu, antara lain penggunaan judul yang 

bersifat menghakimi, pengulangan pemberitaan dengan narasi yang sama tanpa 

perkembangan fakta hukum yang signifikan, pengungkapan identitas pribadi 

secara tidak proporsional, penyajian foto atau video yang mempermalukan 

9
 Amali~a Syau~ke~t and~ Fransi~ska Novi~ta E~le~anora, “Asas Prad~u~ga Ti~d~ak Be~rsalah D~an 

Si~ste~m Hu~ku~m Pe~mbu~kti~an D~i~ I~nd~one~si~a,” Ju~rnal I~lmi~ah Raad~ Ke~rtha 6, no. 1 (2023), 

https://d~oi~.org/10.47532/ji~rk.v6i~1.724. 
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tersangka, serta penyampaian opini yang lebih dominan dibandingkan 

informasi yang telah terverifikasi. Praktik demikian berpotensi menimbulkan 

stigma sosial, merusak reputasi seseorang, bahkan memengaruhi objektivitas 

masyarakat dalam menilai suatu perkara.”
10

 

Fenomena tersebut semakin kompleks ketika informasi tidak hanya 

dipublikasikan oleh perusahaan pers, tetapi juga disebarluaskan melalui media 

sosial oleh masyarakat dalam bentuk citizen journalism. Berbeda dengan media 

pers yang tunduk pada Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, 

sebagian besar konten yang diproduksi masyarakat lebih banyak berada dalam 

rezim Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga 

mekanisme pengawasan etik menjadi lebih terbatas. Akibatnya, informasi yang 

belum terverifikasi dapat dengan cepat membentuk opini publik yang sulit 

dikendalikan dan memperluas praktik trial by the press di ruang digital.
11

 

Salah satu praktik yang patut dikritisi adalah penyelenggaraan 

konferensi pers oleh aparat penegak hukum yang memperlihatkan tersangka 

mengenakan pakaian tahanan, borgol, atau atribut lain di hadapan media 

sebelum perkara diperiksa di persidangan. Meskipun konferensi pers 

dimaksudkan sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, penyajian 

tersangka dalam kondisi demikian berpotensi membentuk persepsi bahwa yang 

bersangkutan telah dipastikan bersalah. Ketika visual tersebut kemudian 

dipublikasikan secara luas oleh media massa dan disebarluaskan kembali 

melalui berbagai platform digital, praktik tersebut dapat berkembang menjadi 

bentuk institutional trial by the press, yaitu penghakiman yang tidak hanya 

dibangun oleh media, tetapi juga dipengaruhi oleh cara institusi penegak 

hukum mengonstruksi informasi kepada publik. Kondisi tersebut menunjukkan 

bahwa perlindungan terhadap asas praduga tak bersalah tidak hanya menjadi 

tanggung jawab pers, melainkan juga seluruh institusi yang terlibat dalam 

penyelenggaraan sistem peradilan pidana. 

11 D~i~cky Wahyu~d~i~ and~ Anang Su~joko, “The~ E~thi~cal E~xpe~ri~e~nce~ of Onli~ne~ Jou~rnali~sts 

i~n Avoi~d~i~ng Tri~al by the~ Pre~ss,” Ju~rnal Kaji~an Ju~rnali~sme~ 7, no. 2 (2024), 

https://d~oi~.org/10.24198/jkj.v7i~2.49863. 

10
 Vi~vi~n Nu~rvi~ana, “Asas Prad~u~ga Tak Be~rsalah D~alam Ke~bi~jakan Hu~ku~m Pi~d~ana D~i~ 

I~nd~one~si~a,” Ju~rnal Stu~d~i~ Hu~ku~m Pi~d~ana 2, no. 29 (2022). 
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Me~nu~ru~t Nancy Glorya Lu~ntu~ngan, pe~maknaan te~rhad~ap asas prad~u~ga 

tak be~rsalah d~alam prakti~k pe~rs me~ngalami~ pe~rke~mbangan yang cu~ku~p 

si~gni~fi~kan. Asas te~rse~bu~t ti~d~ak lagi~ d~i~pahami~ hanya se~batas me~ne~ntu~kan 

se~se~orang be~rsalah atau~ ti~d~ak be~rsalah d~alam prose~s pe~ne~gakan hu~ku~m, 

me~lai~nkan te~lah be~rke~mbang me~njad~i~ pri~nsi~p yang me~larang ad~anya 

pe~nghaki~man d~alam se~ti~ap pe~mbe~ri~taan yang ke~be~narannya be~lu~m d~apat 

d~i~pasti~kan, bai~k be~rd~asarkan prose~d~u~r hu~ku~m mau~pu~n hasi~l ve~ri~fi~kasi~ yang 

d~i~laku~kan ole~h pe~rs se~nd~i~ri~.
12

 D~e~ngan d~e~mi~ki~an, me~d~i~a massa d~i~tu~ntu~t 

u~ntu~k te~tap me~njaga obje~kti~vi~tas d~an ti~d~ak me~mbe~ntu~k opi~ni~ yang d~apat 

me~ngarahkan pu~bli~k pad~a ke~si~mpu~lan te~rte~ntu~ te~rhad~ap pi~hak yang 

d~i~be~ri~takan. Me~ski~pu~n pad~a akhi~rnya se~se~orang d~i~nyatakan be~rsalah me~lalu~i~ 

pu~tu~san pe~ngad~i~lan, pe~rs te~tap ti~d~ak me~mi~li~ki~ ke~we~nangan u~ntu~k 

me~nyatakan se~cara langsu~ng bahwa orang te~rse~bu~t be~rsalah atau~pu~n ti~d~ak 

be~rsalah. Pe~rs hanya be~rke~waji~ban me~nyampai~kan fakta hu~ku~m se~bagai~mana 

d~i~pu~tu~skan ole~h pe~ngad~i~lan, mi~salnya d~e~ngan me~nyatakan bahwa 

“be~rd~asarkan pu~tu~san pe~ngad~i~lan” pi~hak te~rse~bu~t d~i~nyatakan be~rsalah. Ole~h 

kare~na i~tu~, pe~rs ti~d~ak d~i~pe~rbole~hkan me~mbe~ri~kan pe~ni~lai~an atau~ cap 

ke~salahan be~rd~asarkan pand~angan mau~pu~n ke~si~mpu~lan me~d~i~a i~tu~ se~nd~i~ri~. 

Ke~nd~ati~ d~e~mi~ki~an, pe~ne~rapan asas prad~u~ga tak be~rsalah d~alam pe~rs 

ti~d~ak me~ngu~rangi~ ke~be~basan pe~rs u~ntu~k me~nge~mu~kakan fakta. Se~lama 

te~rd~apat fakta yang d~apat d~i~pe~rtanggu~ngjawabkan, pad~a pri~nsi~pnya pe~rs 

te~tap d~apat me~nyampai~kan i~nformasi~ te~rse~bu~t, ke~cu~ali~ yang se~cara te~gas 

d~i~larang d~alam Kod~e~ E~ti~k Ju~rnali~sti~k. Apakah fakta te~rse~bu~t masi~h d~alam 

prose~s hu~ku~m atau~ ti~d~ak, hal i~tu~ bu~kan me~njad~i~ pe~mbe~d~a d~alam pe~ne~rapan 

asas prad~u~ga tak be~rsalah ole~h pe~rs. 

Apabi~la pe~rsi~d~angan te~rbu~ka u~ntu~k u~mu~m, maka masyarakat be~rhak 

me~nge~tahu~i~ prose~s yang be~rlangsu~ng d~i~ pe~ngad~i~lan, te~rmasu~k bagai~mana 

maje~li~s haki~m me~mi~mpi~n pe~rsi~d~angan, si~kap jaksa d~an pe~nasi~hat hu~ku~m, 

se~rta si~apa te~rd~akwanya. D~alam hal i~ni~, pe~rs me~ru~pakan “mata d~an te~li~nga” 

masyarakat yang ti~d~ak d~apat had~i~r langsu~ng d~i~ pe~ngad~i~lan. 

12
 Nancy Glorya Lu~ntu~ngan e~t al., “Asas Prad~u~ga Tak Be~rsalah D~alam Hu~ku~m Pi~d~ana : 

Re~fle~ksi~ Hak Asasi~ Manu~si~a,” Ju~ri~s Hu~mani~ty: Ju~rnal Ri~se~t D~an Kaji~an Hu~ku~m Hak Asasi~ 

Manu~si~a 2, no. 2 (2023), https://doi.org/10.37631/jrkhm.v2i2.23. 
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Ad~apu~n yang ti~d~ak d~i~pe~rbole~hkan ad~alah apabi~la pe~rs ti~d~ak hanya 

me~nge~mu~kakan fakta, te~tapi~ ju~ga me~mbe~ri~kan pe~nghaki~man te~rhad~ap 

te~rsangka atau~ te~rd~akwa yang d~i~be~ri~takan. Pe~rs ti~d~ak me~mi~li~ki~ ke~we~nangan 

u~ntu~k me~nyatakan se~se~orang be~rsalah atau~ ti~d~ak be~rsalah. Hanya pe~ngad~i~lan 

yang te~rbu~ka, d~e~mokrati~s, d~an ad~i~l yang be~rwe~nang me~mu~tu~skan apakah 

se~se~orang be~rsalah atau~ ti~d~ak be~rsalah. Namu~n d~e~mi~ki~an, hal te~rse~bu~t ti~d~ak 

me~mbatasi~ pe~rs u~ntu~k te~tap me~nyampai~kan fakta yang te~rjad~i~ d~alam prose~s 

hu~ku~m. Pe~nyampai~an fakta yang te~rjad~i~ d~alam prose~s hu~ku~m ti~d~ak d~apat 

d~i~anggap me~langgar asas prad~u~ga tak be~rsalah. 

1.​ Asas Prad~u~ga Tak Be~rsalah d~alam Si~ste~m Pe~rad~i~lan Pi~d~ana 

D~i~anu~tnya asas prad~u~ga tak be~rsalah d~alam Ki~tab U~nd~ang-U~nd~ang 

Hu~ku~m Acara Pi~d~ana (KU~HAP) me~mbe~ri~kan pe~d~oman ke~pad~a aparat 

pe~ne~gak hu~ku~m u~ntu~k me~mpe~rgu~nakan pri~nsi~p aku~satu~r d~alam se~ti~ap 

ti~ngkat pe~me~ri~ksaan. Pe~rli~nd~u~ngan hak asasi~ manu~si~a se~bagai~mana d~i~atu~r 

d~alam U~nd~ang-U~nd~ang D~asar Ne~gara Re~pu~bli~k I~nd~one~si~a Tahu~n 1945 

se~lanju~tnya d~i~wu~ju~d~kan me~lalu~i~ U~nd~ang-U~nd~ang Nomor 39 Tahu~n 1999 

te~ntang Hak Asasi~ Manu~si~a, khu~su~snya d~alam Pasal 18, yang me~ngatu~r 

bahwa: 

a.​ Se~ti~ap orang yang d~i~tangkap, d~i~tahan, mau~pu~n d~i~tu~ntu~t kare~na 

d~i~d~u~ga me~laku~kan ti~nd~ak pi~d~ana te~tap me~mi~li~ki~ hak u~ntu~k d~i~anggap 

ti~d~ak be~rsalah sampai~ ke~salahannya d~i~bu~kti~kan se~cara sah me~lalu~i~ 

prose~s pe~rsi~d~angan d~i~ pe~ngad~i~lan. Se~lai~n i~tu~, se~ti~ap orang ju~ga be~rhak 

me~mpe~role~h jami~nan hu~ku~m yang d~i~pe~rlu~kan gu~na me~laku~kan 

pe~mbe~laan se~su~ai~ d~e~ngan ke~te~ntu~an pe~ratu~ran pe~ru~nd~ang-u~nd~angan 

yang be~rlaku~. 

b.​ Se~ti~ap orang ti~d~ak d~apat d~i~tu~ntu~t, d~i~jatu~hi~ hu~ku~man, atau~pu~n 

d~i~pi~d~ana ke~cu~ali~ be~rd~asarkan ke~te~ntu~an pe~ratu~ran 

pe~ru~nd~ang-u~nd~angan yang te~lah be~rlaku~ se~be~lu~m pe~rbu~atan pi~d~ana 

te~rse~bu~t d~i~laku~kan. 

Hak asasi~ manu~si~a d~alam asas prad~u~ga tak be~rsalah me~njad~i~ salah satu~ 

faktor agar masyarakat mau~pu~n aparat pe~ne~gak hu~ku~m (law e~nforce~me~nt) 

ti~d~ak be~rti~nd~ak se~we~nang-we~nang te~rhad~ap se~se~orang yang d~i~d~u~ga 
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me~laku~kan ti~nd~ak pi~d~ana. Pe~njabaran asas te~rse~bu~t d~i~je~laskan d~alam Pasal 8 

ayat (1) U~nd~ang-U~nd~ang Nomor 48 Tahu~n 2009 te~ntang Ke~ku~asaan 

Ke~haki~man yang be~rbu~nyi~: “Se~ti~ap orang yang d~i~sangka, d~i~tangkap, d~i~tahan, 

d~i~tu~ntu~t, atau~ d~i~had~apkan d~i~ d~e~pan pe~ngad~i~lan waji~b d~i~anggap ti~d~ak 

be~rsalah se~be~lu~m ad~a pu~tu~san pe~ngad~i~lan yang me~nyatakan ke~salahannya 

d~an me~mpe~role~h ke~ku~atan hu~ku~m te~tap.” 

Se~lai~n i~tu~, d~alam U~nd~ang-U~nd~ang Nomor 8 Tahu~n 1981 te~ntang Ki~tab 

U~nd~ang-U~nd~ang Hu~ku~m Acara Pi~d~ana, asas prad~u~ga tak be~rsalah se~bagai~ 

pe~rwu~ju~d~an hak asasi~ manu~si~a ti~d~ak d~i~cantu~mkan se~cara te~gas d~alam pasal 

te~rte~ntu~, te~tapi~ te~rsi~rat d~alam Pe~nje~lasan U~mu~m angka 3 yang me~ne~gaskan 

bahwa asas yang me~ngatu~r pe~rli~nd~u~ngan te~rhad~ap harkat d~an martabat 

manu~si~a yang te~lah d~i~le~takkan d~alam U~nd~ang-U~nd~ang Nomor 14 Tahu~n 1970 

haru~s d~i~te~gakkan d~alam KU~HAP. 

Me~nu~ru~t M. Yahya Harahap, asas prad~u~ga tak be~rsalah (pre~su~mpti~on 

of i~nnoce~nce~) d~i~ti~njau~ d~ari~ se~gi~ te~kni~s pe~nyi~d~i~kan d~i~namakan pri~nsi~p 

aku~sator. Pri~nsi~p aku~sator me~ne~mpatkan ke~d~u~d~u~kan te~rsangka atau~ 

te~rd~akwa d~alam se~ti~ap pe~me~ri~ksaan se~bagai~ su~bje~k pe~me~ri~ksaan. Se~bagai~ 

su~bje~k pe~me~ri~ksaan, te~rsangka atau~ te~rd~akwa haru~s d~i~pe~rlaku~kan se~bagai~ 

manu~si~a yang me~mi~li~ki~ harkat, martabat, d~an harga d~i~ri~.
13

 Tu~ju~an 

d~i~te~rapkannya asas prad~u~ga tak be~rsalah d~alam si~ste~m pe~rad~i~lan pi~d~ana 

ad~alah u~ntu~k me~mbe~ri~kan pe~d~oman ke~pad~a aparat pe~ne~gak hu~ku~m agar 

me~mpe~rgu~nakan pri~nsi~p aku~satu~r yang me~ne~mpatkan te~rsangka atau~ 

te~rd~akwa se~bagai~ su~bje~k pe~me~ri~ksaan. Ole~h kare~na i~tu~, aparat pe~ne~gak 

hu~ku~m haru~s me~njau~hkan d~i~ri~ d~ari~ pe~me~ri~ksaan yang be~rsi~fat i~nku~sator 

yang me~ne~mpatkan te~rsangka atau~ te~rd~akwa se~bagai~ obje~k yang d~apat 

d~i~pe~rlaku~kan se~cara se~we~nang-we~nang. 

Pri~nsi~p pe~me~ri~ksaan aku~satu~r d~i~te~gakkan d~alam se~ti~ap ti~ngkat prose~s 

pe~me~ri~ksaan. U~ntu~k me~nopang asas prad~u~ga tak be~rsalah d~an pri~nsi~p 

aku~satu~r d~alam pe~ne~gakan hu~ku~m, KU~HAP te~lah me~mbe~ri~kan pe~rli~nd~u~ngan 

ke~pad~a te~rsangka atau~ te~rd~akwa be~ru~pa se~pe~rangkat hak-hak yang waji~b 

13
 Mu~hammad~ Ali~ Allad~u~ni~ah, “The~ I~nflu~e~nce~ of Pu~bli~c Opi~ni~on on the~ Appli~cati~on of 

the~ Pre~su~mpti~on of I~nnoce~nce~ to the~ Cri~mi~nal Ju~sti~ce~ Syste~m,” I~nte~rnati~onal Jou~rnal Of 

Mu~lti~d~i~sci~pli~nary Re~se~arch And~ Analysi~s 08, no. 06 (2025), 

https://d~oi~.org/10.47191/i~jmra/v8-i~06-06. 
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d~i~hormati~ d~an d~i~li~nd~u~ngi~ ole~h aparat pe~ne~gak hu~ku~m. D~e~ngan ad~anya 

pe~rli~nd~u~ngan te~rse~bu~t, se~cara te~ori~ti~s te~rsangka atau~ te~rd~akwa me~mi~li~ki~ 

ke~d~u~d~u~kan hu~ku~m yang se~tara d~e~ngan pe~jabat pe~me~ri~ksa. Pe~rli~nd~u~ngan 

hu~ku~m te~rhad~ap hak te~rsangka atau~ te~rd~akwa bu~kan me~ru~pakan be~ntu~k ove~r 

prote~cti~on, me~lai~nkan be~rtu~ju~an u~ntu~k me~nci~ptakan prose~s pe~rad~i~lan yang 

be~ri~mbang. D~alam si~ste~m hu~ku~m apa pu~n, ke~d~u~d~u~kan te~rsangka atau~ 

te~rd~akwa pad~a d~asarnya le~bi~h le~mah d~i~band~i~ngkan aparat pe~ne~gak hu~ku~m. 

 

IV.​ PEMBERITAAN PERS YANG DAPAT DIKATEGORIKAN 

MENGANDUNG UNSUR TRIAL BY THE PRESS 

D~alam U~nd~ang-U~nd~ang Nomor 40 Tahu~n 1999 te~ntang Pe~rs te~rd~apat 

be~be~rapa pasal yang me~mu~at me~nge~nai~ bagai~mana su~atu~ be~ri~ta layak 

d~i~si~arkan ke~pad~a masyarakat, yai~tu~: 

1.​ D~alam Pasal 5 ayat (1) yang be~rbu~nyi~: “Pe~rs nasi~onal be~rke~waji~ban 

me~mbe~ri~takan pe~ri~sti~wa d~an opi~ni~ d~e~ngan me~nghormati~ norma agama 

d~an rasa ke~su~si~laan masyarakat se~rta asas prad~u~ga tak be~rsalah.” 

Maksu~d~ d~ari~ ke~te~ntu~an te~rse~bu~t sangat je~las, yai~tu~ se~ti~ap be~ri~ta yang 

he~nd~ak d~i~si~arkan atau~ d~i~tayangkan ole~h pe~rs waji~b me~nghormati~ 

norma agama, rasa ke~su~si~laan masyarakat, se~rta asas prad~u~ga tak 

be~rsalah. 

2.​ D~alam Pasal 6 hu~ru~f b d~an c, d~i~ mana hu~ru~f b be~rbu~nyi~: “me~ne~gakkan 

ni~lai~-ni~lai~ d~asar d~e~mokrasi~, me~nd~orong te~rwu~ju~d~nya su~pre~masi~ 

hu~ku~m, hak asasi~ manu~si~a, se~rta me~nghormati~ ke~bhi~ne~kaan.” 

Se~lanju~tnya hu~ru~f c be~rbu~nyi~: “me~nge~mbangkan pe~nd~apat u~mu~m 

be~rd~asarkan i~nformasi~ yang te~pat, aku~rat, d~an be~nar.” 

Se~lai~n i~tu~, Kod~e~ E~ti~k Ju~rnali~sti~k ju~ga me~ngatu~r se~ju~mlah ke~te~ntu~an 

me~nge~nai~ ke~layakan su~atu~ be~ri~ta se~be~lu~m d~i~sampai~kan ke~pad~a masyarakat, 

d~i~ antaranya se~bagai~ be~ri~ku~t: 

1.​ D~alam Pasal 1 Kod~e~ E~ti~k Ju~rnali~sti~k d~i~te~gaskan bahwa: “Wartawan 

I~nd~one~si~a be~rsi~kap i~nd~e~pe~nd~e~n, me~nghasi~lkan be~ri~ta yang aku~rat, 

be~ri~mbang, d~an ti~d~ak be~ri~ti~kad~ bu~ru~k.” Ke~te~ntu~an te~rse~bu~t me~mi~li~ki~ 

pe~nafsi~ran se~bagai~ be~ri~ku~t: 
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a.​ I~nd~e~pe~nd~e~n d~i~maknai~ se~bagai~ si~kap wartawan d~alam 

me~nyampai~kan pe~ri~sti~wa atau~ fakta be~rd~asarkan hati~ nu~rani~ tanpa 

ad~anya pe~ngaru~h, te~kanan, mau~pu~n campu~r tangan d~ari~ pi~hak lai~n, 

te~rmasu~k pe~mi~li~k me~d~i~a pe~rs. 

b.​ Aku~rat be~rarti~ i~nformasi~ yang d~i~sampai~kan d~apat d~i~pe~rcaya d~an 

se~su~ai~ d~e~ngan ke~ad~aan yang se~be~narnya pad~a saat pe~ri~sti~wa 

be~rlangsu~ng. 

c.​ Be~ri~mbang me~ngand~u~ng arti~ bahwa se~ti~ap pi~hak yang be~rkai~tan 

d~e~ngan su~atu~ pe~ri~sti~wa me~mpe~role~h ke~se~mpatan yang sama d~alam 

pe~mbe~ri~taan. 

d.​ Ti~d~ak be~ri~ti~kad~ bu~ru~k be~rarti~ pe~mbe~ri~taan d~i~laku~kan tanpa 

ad~anya maksu~d~ se~cara se~ngaja u~ntu~k me~ru~gi~kan pi~hak te~rte~ntu~.  

2.​ D~alam Pasal 3 Kod~e~ E~ti~k Ju~rnali~sti~k d~i~se~bu~tkan bahwa wartawan 

I~nd~one~si~a waji~b me~ngu~ji~ i~nformasi~, me~nyampai~kan be~ri~ta se~cara 

be~ri~mbang, ti~d~ak me~ncampu~rkan fakta d~e~ngan opi~ni~ yang be~rsi~fat 

me~nghaki~mi~, se~rta te~tap me~ne~rapkan asas prad~u~ga tak be~rsalah. 

Ad~apu~n pe~nafsi~ran d~ari~ ke~te~ntu~an te~rse~bu~t me~li~pu~ti~: 

a.​ Me~ngu~ji~ i~nformasi~ d~i~maknai~ se~bagai~ u~paya me~laku~kan che~ck and~ 

re~che~ck gu~na me~masti~kan ke~be~naran i~nformasi~ se~be~lu~m 

d~i~pu~bli~kasi~kan. 

b.​ Be~ri~mbang be~rarti~ me~mbe~ri~kan ru~ang atau~ porsi~ pe~mbe~ri~taan 

ke~pad~a masi~ng-masi~ng pi~hak se~cara proporsi~onal. 

c.​ Opi~ni~ yang me~nghaki~mi~ me~ru~pakan pand~angan pri~bad~i~ wartawan 

yang d~apat me~ngarahkan pe~ni~lai~an te~rhad~ap se~se~orang. Hal i~ni~ 

be~rbe~d~a d~e~ngan opi~ni~ i~nte~rpre~tati~f yang me~ru~pakan hasi~l 

pe~nafsi~ran wartawan atas fakta yang d~i~te~mu~kan. 

d.​ Asas prad~u~ga tak be~rsalah me~ru~pakan pri~nsi~p u~ntu~k ti~d~ak 

me~nyatakan se~se~orang be~rsalah se~be~lu~m ad~anya pu~tu~san 

pe~ngad~i~lan yang be~rke~ku~atan hu~ku~m te~tap.  

Pe~laksanaan ke~gi~atan pe~rs d~i~ I~nd~one~si~a ju~ga be~rkai~tan e~rat d~e~ngan 

ke~be~rad~aan U~nd~ang-U~nd~ang Nomor 32 Tahu~n 2002 te~ntang Pe~nyi~aran 

se~bagai~ land~asan hu~ku~m d~alam pe~nyi~aran i~nformasi~ ke~pad~a pu~bli~k. Ole~h 
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kare~na i~tu~, ke~ti~ka pe~rs atau~ me~d~i~a massa akan me~nyi~arkan su~atu~ be~ri~ta 

mau~pu~n i~nformasi~, maka me~d~i~a te~rse~bu~t waji~b me~matu~hi~ ke~te~ntu~an yang 

d~i~atu~r d~alam U~nd~ang-U~nd~ang te~ntang Pe~nyi~aran. 

Te~rd~apat d~u~a hal pe~nti~ng yang me~njad~i~ pe~rti~mbangan lahi~rnya 

U~nd~ang-U~nd~ang te~ntang Pe~nyi~aran se~bagai~mana d~i~se~bu~tkan d~alam hu~ru~f a 

yang be~rbu~nyi~: “Bahwa ke~me~rd~e~kaan me~nyampai~kan pe~nd~apat d~an 

me~mpe~role~h i~nformasi~ me~lalu~i~ pe~nyi~aran se~bagai~ pe~rwu~ju~d~an hak asasi~ 

manu~si~a d~alam ke~hi~d~u~pan be~rmasyarakat, be~rbangsa d~an be~rne~gara 

d~i~laksanakan se~cara be~rtanggu~ng jawab, se~laras, d~an se~i~mbang antara 

ke~be~basan d~an ke~se~taraan me~nggu~nakan hak be~rd~asarkan Pancasi~la d~an 

U~nd~ang-U~nd~ang D~asar Ne~gara Re~pu~bli~k I~nd~one~si~a Tahu~n 1945.”
14

 

Se~lanju~tnya d~alam hu~ru~f e~ d~i~se~bu~tkan bahwa: “Bahwa si~aran yang 

d~i~pancarkan d~an d~i~te~ri~ma se~cara be~rsamaan, se~re~ntak, d~an be~bas me~mi~li~ki~ 

pe~ngaru~h be~sar d~alam pe~mbe~ntu~kan pe~nd~apat, si~kap, d~an pe~ri~laku~ khalayak, 

maka pe~nye~le~nggara pe~nyi~aran waji~b be~rtanggu~ng jawab d~alam me~njaga ni~lai~ 

moral, tata su~si~la, bu~d~aya, ke~pri~bad~i~an, d~an ke~satu~an bangsa yang 

be~rland~askan Ke~tu~hanan Yang Maha E~sa d~an Ke~manu~si~aan yang Ad~i~l d~an 

Be~rad~ab.” 

Ke~mu~d~i~an d~i~je~laskan pu~la d~alam U~nd~ang-U~nd~ang te~rse~bu~t bahwa 

pe~nyi~aran d~i~bagi~ me~njad~i~ pe~nyi~aran rad~i~o d~an pe~nyi~aran te~le~vi~si~. 

Se~lanju~tnya d~i~be~ntu~k Komi~si~ Pe~nyi~aran I~nd~one~si~a (KPI~) yang be~rsi~fat 

i~nd~e~pe~nd~e~n d~an be~rtu~gas me~ngatu~r hal-hal me~nge~nai~ pe~nyi~aran. We~we~nang 

KPI~ se~bagai~mana d~i~mu~at d~alam Pasal 8 U~nd~ang-U~nd~ang te~ntang Pe~nyi~aran 

antara lai~n me~ne~tapkan stand~ar program si~aran, me~nyu~su~n pe~ratu~ran d~an 

pe~d~oman pe~ri~laku~ pe~nyi~aran, me~ngawasi~ pe~laksanaan pe~ratu~ran d~an 

pe~d~oman pe~ri~laku~ pe~nyi~aran, se~rta me~mbe~ri~kan sanksi~ te~rhad~ap pe~langgaran 

pe~ratu~ran d~an pe~d~oman pe~ri~laku~ pe~nyi~aran. Komi~si~ Pe~nyi~aran I~nd~one~si~a 

me~mi~li~ki~ tu~gas yang cu~ku~p vi~tal d~alam me~njami~n masyarakat me~mpe~role~h 

i~nformasi~ yang layak d~an be~nar se~su~ai~ d~e~ngan hak asasi~ manu~si~a. 

14
 Sakshi~ Pri~tam D~as, “From Watchd~og To Paralle~l Cou~rt: Me~d~i~a Se~nsati~onali~sm I~n 

Pu~ne~ Porsche~ Case~,” I~nd~i~an Jou~rnal of Le~gal Re~vi~e~w 5, no. 14 (2025), 

https://d~oi~.org/10.65393/i~kld~1294. 
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Ke~be~basan pe~rs yang se~hat te~ntu~ patu~t d~i~apre~si~asi~ ole~h se~mu~a pi~hak. 

Namu~n, ke~be~basan pe~rs yang ce~nd~e~ru~ng me~ngabai~kan hak-hak orang lai~n, 

khu~su~snya be~rkai~tan d~e~ngan asas prad~u~ga tak be~rsalah d~i~ mana se~se~orang 

d~i~anggap ti~d~ak be~rsalah sampai~ ad~anya pu~tu~san pe~ngad~i~lan yang 

be~rke~ku~atan hu~ku~m te~tap, d~apat me~lahi~rkan konse~p tri~al by the~ pre~ss, yai~tu~ 

pe~rad~i~lan ole~h pe~rs.
15

 

Su~atu~ pe~mbe~ri~taan d~apat d~i~kate~gori~kan se~bagai~ tri~al by the~ pre~ss 

apabi~la: 

1.​ Be~ri~ta yang d~i~saji~kan ti~d~ak se~su~ai~ d~e~ngan fakta yang se~be~narnya 

te~rjad~i~, se~rta i~nformasi~ te~rse~bu~t ti~d~ak d~i~pe~role~h d~ari~ su~mbe~r yang 

d~apat d~i~pe~rtanggu~ngjawabkan. Pad~ahal, pe~rs se~haru~snya me~laku~kan 

che~ck and~ re~che~ck ke~pad~a pi~hak-pi~hak te~rkai~t me~nge~nai~ ke~be~naran 

i~nformasi~ se~be~lu~m me~nyaji~kan su~atu~ be~ri~ta. 

2.​ Pe~mbe~ri~taan te~rse~bu~t be~rpote~nsi~ me~nggi~ri~ng d~an me~mbangu~n opi~ni~ 

masyarakat u~ntu~k me~ngu~ntu~ngkan pi~hak te~rte~ntu~ atau~ me~ru~gi~kan 

pi~hak lai~n. D~alam me~mbe~ri~takan su~atu~ pe~rkara pi~d~ana, pe~rs haru~s 

te~tap kri~ti~s, namu~n ti~d~ak bole~h me~mi~hak d~an haru~s me~ngi~ku~ti~ 

pe~rke~mbangan prose~s pe~rkara se~cara obje~kti~f d~ari~ awal hi~ngga akhi~r. 

3.​ Pe~mbe~ri~taan te~rse~bu~t be~rsi~fat me~nghaki~mi~, me~mbe~ri~kan sti~gma, 

labe~l, se~rta se~olah-olah me~mu~tu~skan se~se~orang be~rsalah atau~ ti~d~ak 

be~rsalah. Pe~rs d~alam me~ngu~ngkap i~d~e~nti~tas te~rd~u~ga pe~laku~ ti~nd~ak 

pi~d~ana ju~ga ti~d~ak bole~h te~rlalu~ le~ngkap kare~na be~rte~ntangan d~e~ngan 

asas prad~u~ga tak be~rsalah d~alam hu~ku~m pi~d~ana. 

4.​ Pe~mbe~ri~taan te~rse~bu~t ti~d~ak se~su~ai~ d~e~ngan ke~te~ntu~an pe~ratu~ran 

pe~ru~nd~ang-u~nd~angan, khu~su~snya U~nd~ang-U~nd~ang Nomor 40 Tahu~n 

1999 te~ntang Pe~rs d~an Kod~e~ E~ti~k Ju~rnali~sti~k. 

A.​ Trial by the Press sebagai Bentuk Pelanggaran terhadap 

Prinsip Fair Trial dan Asas Praduga Tak Bersalah 

Praktik trial by the press merupakan bentuk penyimpangan fungsi pers 

ketika pemberitaan tidak lagi berorientasi pada penyampaian informasi, 

15
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Tri~al,” I~nte~rnati~onal Jou~rnal For Mu~lti~d~i~sci~pli~nary Re~se~arch 6, no. 5 (2024), 
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melainkan berkembang menjadi instrumen pembentukan opini publik 

mengenai kesalahan seseorang sebelum adanya putusan pengadilan yang 

berkekuatan hukum tetap. Dalam negara hukum, kebebasan pers merupakan 

bagian dari hak konstitusional masyarakat untuk memperoleh informasi, 

namun kebebasan tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab dengan 

tetap menghormati hak asasi manusia, asas praduga tak bersalah, serta prinsip 

fair trial. Oleh karena itu, ukuran suatu pemberitaan tidak hanya terletak pada 

benar atau tidaknya fakta yang disampaikan, tetapi juga pada cara media 

membangun narasi sehingga tidak menggeser kewenangan pengadilan dalam 

menentukan bersalah atau tidaknya seseorang.
16

 

Suatu pemberitaan dapat dikategorikan mengandung unsur trial by the 

press apabila memenuhi beberapa indikator yang dapat dinilai secara objektif. 

Indikator tersebut antara lain penggunaan judul yang mengandung 

penghakiman, penyajian informasi yang tidak berimbang, pengungkapan 

identitas pribadi secara berlebihan, penggunaan foto atau video yang 

menimbulkan stigma terhadap tersangka, pengulangan pemberitaan tanpa 

perkembangan fakta hukum yang signifikan, serta pencampuran fakta dengan 

opini yang mengarahkan pembaca pada kesimpulan mengenai kesalahan 

seseorang. Dalam kondisi demikian, media tidak lagi menjalankan fungsi 

informatif, tetapi telah membentuk persepsi publik yang berpotensi 

memengaruhi jalannya proses peradilan.
17

 

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan praktik trial by the 

press tidak lagi hanya dilakukan oleh perusahaan pers. Kehadiran media sosial 

dan citizen journalism memungkinkan setiap orang memproduksi serta 

menyebarluaskan informasi kepada publik tanpa melalui mekanisme verifikasi 

jurnalistik sebagaimana berlaku bagi media pers profesional. Akibatnya, 

pemberitaan mengenai suatu perkara pidana dapat berkembang secara cepat 

17
 Si~lvi~a Fabi~ola Carri~llo-Gavi~n e~t al., “Vu~lne~raci~ón D~e~l Pri~nci~pi~o d~e~ I~noce~nci~a al 

E~mi~ti~r U~na Me~d~i~d~a Cau~te~lar d~e~ Pre~si~ón Pre~ve~nti~va I~nad~e~cu~ad~a [I~nfri~nge~me~nt of the~ 

Pri~nci~ple~ of I~nnoce~nce~ by I~ssu~i~ng an I~nappropri~ate~ Pre~cau~ti~onary Me~asu~re~ of Pre~ve~nti~ve~ 

Pre~ssu~re~],” Ve~rd~ad~ y D~e~re~cho. Re~vi~sta Arbi~trad~a d~e~ Ci~e~nci~as Ju~ríd~i~cas y Soci~ale~s 3, no. 

e~spe~ci~al (2024), https://d~oi~.org/10.62574/71g9ax33. 
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menjadi penghakiman kolektif (digital public judgment) melalui komentar, 

unggahan ulang, maupun narasi yang terus direproduksi di berbagai platform 

digital. Dalam konteks tersebut, perlindungan terhadap asas praduga tak 

bersalah tidak lagi hanya bergantung pada kepatuhan terhadap 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, 

tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab penggunaan ruang digital 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. 

Praktik trial by the press juga dapat muncul dari cara institusi penegak 

hukum menyampaikan informasi kepada masyarakat. Salah satu praktik yang 

sering menjadi perhatian adalah konferensi pers yang memperlihatkan 

tersangka mengenakan pakaian tahanan, borgol, atau atribut lain di hadapan 

media sebelum perkara diperiksa di persidangan. Meskipun bertujuan 

memberikan informasi mengenai perkembangan penyidikan, praktik tersebut 

dapat membentuk persepsi bahwa tersangka telah dipastikan bersalah. Ketika 

dokumentasi tersebut dipublikasikan secara luas oleh media massa dan 

disebarluaskan kembali melalui media sosial, proses pembentukan opini publik 

menjadi semakin kuat. Fenomena ini menunjukkan bahwa trial by the press 

tidak selalu lahir dari inisiatif media, tetapi juga dapat dipicu oleh pola 

komunikasi institusi penegak hukum yang kemudian diproduksi oleh media dan 

masyarakat. 

Dalam perspektif hukum, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip 

fair trial yang menuntut setiap orang memperoleh pemeriksaan perkara secara 

independen dan imparsial. Perlindungan terhadap independensi proses 

peradilan juga semakin diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur 

perlindungan terhadap penyelenggaraan proses peradilan dari berbagai bentuk 

intervensi maupun tindakan yang berpotensi mengganggu objektivitas 

pemeriksaan perkara.  
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B.​ Implikasi Trial by the Press terhadap Sistem Peradilan 

Pidana di Indonesia 

Praktik trial by the press tidak hanya menimbulkan persoalan etik dalam 

dunia jurnalistik, tetapi juga menghasilkan konsekuensi hukum dan sosial yang 

memengaruhi efektivitas sistem peradilan pidana. Dalam perspektif fair trial, 

proses peradilan harus berlangsung secara independen, objektif, dan bebas dari 

tekanan eksternal. Ketika opini publik telah terbentuk sebelum proses 

pembuktian selesai, terdapat risiko bahwa proses penegakan hukum akan 

dinilai berdasarkan persepsi masyarakat, bukan berdasarkan fakta dan alat 

bukti yang diperiksa di persidangan. 

Bagi tersangka atau terdakwa, trial by the press dapat mengakibatkan 

kerugian yang bersifat multidimensional. Selain merusak reputasi dan nama 

baik, pemberitaan yang mengandung unsur penghakiman juga dapat 

menimbulkan tekanan psikologis, diskriminasi sosial, serta hilangnya 

kesempatan memperoleh pemulihan nama baik meskipun pada akhirnya 

pengadilan menjatuhkan putusan bebas. Dalam praktiknya, stigma yang telah 

terbentuk melalui media sering kali tetap melekat di masyarakat sehingga 

putusan pengadilan tidak selalu mampu memulihkan sepenuhnya kedudukan 

sosial pihak yang diberitakan.
18

 

Dari sisi kelembagaan, praktik trial by the press berpotensi 

memengaruhi independensi aparat penegak hukum. Penyidik, penuntut umum, 

maupun hakim pada dasarnya terikat untuk bertindak berdasarkan hukum dan 

alat bukti yang sah. Namun demikian, tekanan opini publik yang terbentuk 

melalui pemberitaan media dan media sosial dapat memengaruhi persepsi 

masyarakat terhadap setiap tahapan proses peradilan. Dalam kondisi tertentu, 

aparat penegak hukum dapat menghadapi ekspektasi publik yang menghendaki 

putusan tertentu, sehingga apabila putusan pengadilan berbeda dengan opini 

18
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yang telah berkembang, legitimasi lembaga peradilan justru dipertanyakan oleh 

masyarakat.
19

 

Implikasi lain yang tidak kalah penting adalah bergesernya fungsi media 

dari sarana kontrol sosial menjadi ruang penghakiman publik. Alih-alih 

mengawasi jalannya proses penegakan hukum, media dan platform digital 

justru dapat membentuk narasi yang mendahului proses pembuktian di 

pengadilan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi 

informasi telah mengubah karakter trial by the press menjadi lebih kompleks 

karena melibatkan perusahaan pers, pengguna media sosial, kreator konten, 

hingga algoritma platform digital yang mempercepat penyebaran informasi. 

Akibatnya, proses pembentukan opini publik berlangsung jauh lebih cepat 

dibandingkan proses pembuktian hukum.
20

  

Oleh karena itu, perlindungan terhadap prinsip fair trial tidak lagi dapat 

dibebankan hanya kepada lembaga peradilan atau perusahaan pers. Diperlukan 

sinergi antara aparat penegak hukum, media massa, Dewan Pers, penyelenggara 

platform digital, serta masyarakat untuk membangun ekosistem informasi yang 

menghormati asas praduga tak bersalah..
21

 Keseimbangan antara kebebasan 

berekspresi dan perlindungan terhadap hak atas peradilan yang adil menjadi 

prasyarat penting agar perkembangan teknologi informasi tetap mendukung 

penegakan hukum tanpa mengorbankan hak-hak fundamental setiap orang 

yang sedang menjalani proses peradilan.
22

 

 

V.​ SIMPULAN 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik trial by the press 

merupakan bentuk pemberitaan yang melampaui fungsi informatif media 

karena membangun opini publik mengenai kesalahan seseorang sebelum 
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adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Praktik tersebut 

tidak hanya ditandai oleh penggunaan narasi yang menghakimi, pemberitaan 

yang tidak berimbang, maupun pengungkapan identitas secara berlebihan, 

tetapi juga berkembang melalui media sosial dan citizen journalism yang 

mempercepat penyebaran informasi tanpa mekanisme verifikasi jurnalistik 

sebagaimana berlaku bagi pers profesional. Dalam kondisi demikian, trial by 

the press bertentangan dengan asas praduga tak bersalah dan prinsip fair trial 

karena berpotensi menggeser kewenangan pengadilan dalam menentukan 

bersalah atau tidaknya seseorang serta memengaruhi independensi proses 

peradilan. 

Implikasi trial by the press tidak hanya dirasakan oleh tersangka atau 

terdakwa melalui kerugian terhadap reputasi, martabat, dan kondisi psikologis, 

tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap 

objektivitas sistem peradilan pidana akibat terbentuknya opini publik yang 

mendahului proses pembuktian di pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan 

penguatan sinergi antara aparat penegak hukum, perusahaan pers, Dewan Pers, 

penyelenggara platform digital, serta masyarakat sebagai pelaku citizen 

journalism dalam menerapkan prinsip pemberitaan yang bertanggung jawab. 

Selain memperkuat kepatuhan terhadap Undang-Undang Pers dan Kode Etik 

Jurnalistik, diperlukan pula pedoman komunikasi publik bagi aparat penegak 

hukum serta pengawasan terhadap penyebaran konten digital agar keterbukaan 

informasi tetap sejalan dengan perlindungan asas praduga tak bersalah dan 

terwujudnya prinsip fair trial dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. 
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	Abstract
	This study aims to analyze the practice of trial by the press in relation to the implementation of the fair trial principle within Indonesia's criminal justice system, particularly amid the rapid development of digital media and citizen journalism. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and analytical approaches by examining legislation, legal doctrines, and relevant scholarly literature. The findings reveal that trial by the press occurs when media reporting exceeds its informational function by presenting unverified facts, forming public opinion that presumes guilt, and exposing personal identities excessively before a final court decision. Such practices undermine the presumption of innocence, threaten judicial impartiality, and potentially interfere with the administration of justice. The study concludes that freedom of the press must be exercised alongside legal and ethical responsibilities by adhering to the Press Law, the Journalistic Code of Ethics, and the principle of fair trial to ensure balanced reporting and protect the rights of individuals involved in criminal proceedings.  Keywords: Trial by The Press, Fair Trial, Presumption of Innocence, Citizen Journalism, Freedom of The Press
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